BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Karsipan
dan Perpustakaan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati
Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan
Karya cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);




10.

¥ 8

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undagan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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10.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan fungsional pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan

dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
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Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kearsipan, membawahkan:

1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;

2. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip;
d. Bidang Perpustakaan, membawahkan:

1. Seksi Pengolahan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran

Membaca;

e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
f. Unit Pelaksana Teknis.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang bersangkutan.
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan,;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan
perpustakaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup
Dinas.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;

3. penatausahaan urusan keuangan;
4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di

lingkup Dinas;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat;

7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan administrasi

keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.
2.

10.

11.

12,

13.

14.

penyusunan rencana kerja Subbagian;

pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi
Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
(Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);

pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;

pengoordinasian dan pengadministrasian wusulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas:

pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi profil Dinas:

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas;

pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ)
Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;

penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Subbagian; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan
administrasi kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian;

2. pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan,
dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan,
serta keprotokolan dan kehumasan Dinas;

3. pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

5. pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Subbagian; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kearsipan
Pasal 8
Bidang Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan pelayanan kearsipan serta
akuisisi dan pengelolaan arsip.
Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan

dengan dengan kearsipan;
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(2)

(1)

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
kearsipan;

4. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan kearsipan,;

5. pelaksanaan kebijakan teknis akuisisi dan pengelolaan arsip;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 9

Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan
pembinaan dan pelayanan kearsipan.

Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi;

2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan dengan pembinaan dan pelayanan kearsipan,;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
dengan pembinaan dan pelayanan kearsipan;

4. penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Daerah;

5. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan
kearsipan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lain;

6. pelaksanaan layanan peminjaman dan pengembalian arsip;

7. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
pembinaan dan pelayanan kearsipan;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 10
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan akuisisi dan
pengelolaan arsip statis.
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(1)

Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

35
2.

10.

11.

12,

13.

penyusunan rencana kerja Seksi;

penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan akuisisi dan pengelolaan arsip statis;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
akuisisi dan pengelolaan arsip statis;

pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi
di bawah 10 (sepuluh) tahun;

perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala
Daerah;

penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau
dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah;

pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah
yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;

pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD,
perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah,
organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat
Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah;
pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat
Daerah;

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
akuisisi dan pengelolaan arsip statis;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perpustakaan
Pasal 11

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengolahan, layanan dan
pelestarian bahan perpustakaan serta pengembangan perpustakaan dan

pembudayaan kegemaran membaca.
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Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.
2.

penyusunan rencana kerja Bidang;

penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan serta
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
dengan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan__s-:rt—;
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan, layanan dan pelestarian bahan
perpustakaan;

pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pengolahan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan

dengan pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan.

Seksi Pengolahan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

1.
2.

penyusunan rencana kerja Seksi;

penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan
meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan
bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local
content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi,
klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan
perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
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(2)

5. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan meliputi
layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan
layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca,
dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan
pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi
perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta
pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring
perpustakaan;

6. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi
melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno
melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana
penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media melakukan pelestarian
isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih
media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;

7. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
pengolahan, pelayanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang
berkenaan dengan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran
membaca.

Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi;

2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran
membaca;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan

pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;

11
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(2)
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(2)

(3)

(4)

4. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi
pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi
pengembangan perpustakaan, dan E)‘émasyarakatan/ sosialisasi
pengembangan perpustakaan;

5. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;

6. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi
pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca,
koordinasi, &masyarakatan /sosialisasi, dan bimbingan teknis kegemaran
membaca;

7. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14
Pada Dinas dapat dibentuk wunit pelaksana teknis untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.
Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana
teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN

Pasal 15
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.
Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan
administrator.
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan
administrator.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa
atau jabatan pengawas.
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Pasal 16
Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada Dinas terdapat
jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17
Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup
Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara
vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 18
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

serta bertanggung jawab kepada atasannya.
Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
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(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada
atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau
peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : § Jawan 2017
PARAF KOORDINASI BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
Sekretaris Daerah :
Asisten Koordinasi 2 e
Kepala Bagian Hukum | :
KABAG ORTALA 10 BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal N Jannan 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

-;saac.-r;ac/-,

PITERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BRAMPI MORIOLKOSU, SH
NIP. 19750407 200502 1 002
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